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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah 

satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan 

Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari 

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 

kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri 

termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Transparansi ㅤmerupakan ㅤisu ㅤyang ㅤ ㅤsemakin ㅤ ㅤmendapat ㅤ ㅤperhatian ㅤdalam 

ㅤbeberapa ㅤtahun ㅤterakhir ㅤini. ㅤHal ㅤini ㅤdisebabkan ㅤantara ㅤlain ㅤoleh ㅤadanya 

ㅤdesentralisasi ㅤfiskal ㅤdari ㅤpemerintah ㅤpusat ㅤkepada ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤsebagai 

ㅤkonsekuensi ㅤdari ㅤotonomi ㅤdaerah, ㅤsehingga ㅤmenyebabkan ㅤperubahan ㅤsignifikan 
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ㅤdalam ㅤkomposisi ㅤpengeluaran ㅤanggaran ㅤpada ㅤpemerintah ㅤpusat ㅤdan ㅤpemerintah 

ㅤdaerah. ㅤAkibatnya, ㅤpemerintah ㅤharus ㅤdapat ㅤmeningkatkan ㅤtransparansi. ㅤSalah ㅤsatu 

ㅤprasyarat ㅤguna ㅤmewujudkan ㅤhal ㅤtersebut ㅤyaitu ㅤdengan ㅤmelakukan ㅤreformasi ㅤdalam 

ㅤpenyajian ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤdimana ㅤpemerintah ㅤharus ㅤmampu ㅤmenyediakan ㅤsemua 

ㅤinformasi ㅤkeuangan ㅤrelevan ㅤsecara ㅤjujur ㅤdan ㅤterbuka ㅤkepada ㅤpublik ㅤdalam ㅤrangka 

ㅤmelaksanakan ㅤamanat ㅤrakyat, ㅤSalomi ㅤ(2015). ㅤTransparansi ㅤmerupakan ㅤkemudahan 

ㅤguna ㅤpublik ㅤdalam ㅤmemperoleh ㅤinformasi ㅤmengenai ㅤpengelolaan ㅤkeuangan ㅤdaerah, 

ㅤdan ㅤtergantung ㅤpada ㅤakses ㅤpublik ㅤterhadap ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤtersebut ㅤ(Mulyana, 

ㅤ2006). ㅤPengelolaan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤtransparan ㅤmenjadi ㅤtuntutan ㅤmasyarakat ㅤguna 

ㅤterciptanya ㅤkepemerintahan ㅤyang ㅤbaik ㅤ(good ㅤgovernance). ㅤMasyarakat ㅤmempunyai 

ㅤhak ㅤguna ㅤtahu ㅤ(basic ㅤright ㅤto ㅤknow) ㅤdan ㅤmemperoleh ㅤinformasi ㅤmengenai ㅤapa ㅤyang 

ㅤsedang ㅤdilakukan ㅤpemerintah, ㅤdan ㅤmengapa ㅤsuatu ㅤkebijakan ㅤdilakukan ㅤ(Ridha, 

ㅤ2012). ㅤPenerapan ㅤtransparansi ㅤdi ㅤorganisasi ㅤsektor ㅤpublik ㅤdiharapkan ㅤdapat 

ㅤmengurangi ㅤasimetri ㅤinformasi ㅤantara ㅤpihak ㅤinternal ㅤdan ㅤpihak ㅤeksternal, ㅤWayan, 

ㅤEdy, ㅤdan ㅤKadek ㅤ(2015). 

Laporan ㅤkeuangan ㅤmerupakan ㅤlaporan ㅤyang ㅤterstruktur ㅤmengenai ㅤposisi 

ㅤkeuangan ㅤdan ㅤtransaksi-transaksi ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤsuatu ㅤentitas ㅤpelaporan. 

ㅤTujuan ㅤumum ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤyaitu ㅤmenyajikan ㅤinformasi ㅤmengenai ㅤposisi 

ㅤkeuangan, ㅤrealisasi ㅤanggaran, ㅤsaldo ㅤanggaran ㅤlebih, ㅤarus ㅤkas, ㅤhasil ㅤoperasi, ㅤdan 

ㅤperubahan ㅤekuitas ㅤsuatu ㅤentitas ㅤpelaporan ㅤyang ㅤbermanfaat ㅤbagi ㅤpara ㅤpengguna 

ㅤdalam ㅤmembuat ㅤdan ㅤmengevaluasi ㅤkeputusan ㅤmengenai ㅤalokasi ㅤsumber ㅤdaya. 

ㅤLaporan ㅤkeuangan ㅤmemberikan ㅤinformasi ㅤtentang ㅤsumber ㅤdaya ㅤekonomi ㅤdan 



3 
 

 

 

ㅤkewajiban ㅤentitas ㅤpelaporan ㅤpada ㅤtanggal ㅤpelaporan ㅤdan ㅤarus ㅤsumber ㅤdaya ㅤekonomi 

ㅤselama ㅤperiode ㅤberjalan. ㅤInformasi ㅤini ㅤdiperlukan ㅤpengguna ㅤguna ㅤmelakukan 

ㅤpenilaian ㅤterhadap ㅤkemampuan ㅤentitas ㅤpelaporan ㅤdalam ㅤmenyelenggarakan ㅤkegiatan 

ㅤpemerintahan ㅤdi ㅤmasa ㅤmendatang. ㅤEntitas ㅤpelaporan ㅤmenyajikan ㅤinformasi ㅤguna 

ㅤmembantu ㅤpara ㅤpengguna ㅤdalam ㅤmemperkirakan ㅤhasil ㅤoperasi ㅤentitas ㅤdan 

ㅤpengelolaan ㅤaset, ㅤseperti ㅤhalnya ㅤdalam ㅤpembuatan ㅤdan ㅤevaluasi ㅤkeputusan ㅤmengenai 

ㅤalokasi ㅤsumber ㅤdaya ㅤekonomi, ㅤSiti ㅤdan ㅤAida ㅤ(2012). 

Tekanan ㅤeksternal ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu ㅤfaktor ㅤyang ㅤmempengaruhi 

ㅤpenerapan ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan. ㅤTekanan ㅤini ㅤberasal ㅤdari ㅤluar ㅤorganisasi 

ㅤyaitu ㅤseperti ㅤperaturan ㅤyang ㅤdikeluarkan ㅤoleh ㅤpemerintah. ㅤAdanya ㅤperaturan 

ㅤtersebut ㅤditunjukkan ㅤguna ㅤmengatur ㅤpraktik ㅤyang ㅤada ㅤagar ㅤmenjadi ㅤlebih ㅤbaik 

ㅤ(Ridha, ㅤ2012). ㅤAkan ㅤtetapi, ㅤdalam ㅤpraktiknya ㅤperaturan-peraturan ㅤdaerah ㅤtersebut 

ㅤmasih ㅤsulit ㅤguna ㅤdi ㅤterapkan ㅤoleh ㅤpemerintah ㅤdaerah ㅤterutama ㅤpada ㅤSKPD ㅤsebagai 

ㅤlevel ㅤpelaksana, ㅤWayan, ㅤEdy, ㅤdan ㅤKadek ㅤ(2015). 

Hasil ㅤpenelitian ㅤterdahulu ㅤmengenai ㅤpengaruh ㅤtekanan ㅤeksternal ㅤterhadap 

ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Ridha ㅤdan ㅤBasuki, ㅤ2012), 

ㅤ(Sihaoloho ㅤet ㅤal, ㅤ2013) ㅤdan ㅤ(Hastuti, ㅤ2015) ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤtekanan ㅤeksternal 

ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤpenerapan ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan, ㅤberupa 

ㅤperaturan ㅤdan ㅤkebijakan ㅤyang ㅤmenjadi ㅤpemicu ㅤditerapkannya ㅤtransparansi ㅤpelaporan 

ㅤkeuangan. ㅤ(Julita ㅤdan ㅤBelian, ㅤ2015) ㅤdan ㅤ(Dewi ㅤet ㅤal. ㅤ2015) ㅤmeneliti ㅤvariabel ㅤyang 

ㅤsama ㅤdengan ㅤhasil ㅤtekanan ㅤeksternal ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤpenerapan 

ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan. 
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Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah 

daerah dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Menurut Robbins dan Judge 

(2007) dalam Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan 

dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya 

guna mempertahankan keanggotaan organisasinya. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diartikan bahwa komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap 

organisasi dan keterlibatan dalam kinerja guna mencapai tujuan organisasi, Wayan, 

Edy, dan Kadek (2015). 

Sumber ㅤdaya ㅤmanusia ㅤ(SDM) ㅤmerupakan ㅤfaktor ㅤpenting ㅤdalam ㅤorganisasi 

ㅤatau ㅤlembaga ㅤpemerintahan, ㅤsebab ㅤmerekalah ㅤyang ㅤakan ㅤmenjalankan ㅤoperasional 

ㅤorganisasi. ㅤTingginya ㅤkompetensi ㅤSDM ㅤdalam ㅤsuatu ㅤorganisasi ㅤmenentukan ㅤkualitas 

ㅤdari ㅤorganisasi ㅤtersebut. ㅤPenelitian ㅤThomas ㅤ(2013) ㅤmenyatakan ㅤkurangnya 

ㅤkompetensi ㅤdari ㅤsumber ㅤdaya ㅤmanusia ㅤperangkat ㅤdesa ㅤmerupakan ㅤsalah ㅤsatu 

ㅤpenghambat ㅤdalam ㅤpengelolaan ㅤdana ㅤdesa. ㅤSejalan ㅤdengan ㅤhal ㅤtersebut ㅤSantoso 

ㅤ(2016) ㅤmenyatakan ㅤkompetensi ㅤsumber ㅤdaya ㅤmanusia ㅤberpengaruh ㅤsignifikan 

ㅤterhadap ㅤakuntabilitas ㅤkeuangan ㅤdaerah. ㅤ 

Sumber ㅤDaya ㅤManusia ㅤ(SDM) ㅤyaitu ㅤdalam ㅤhal ㅤini ㅤpemerintah ㅤdesa, ㅤdimana 

ㅤpemerintah ㅤdesa ㅤinilah ㅤyang ㅤmengelola ㅤkeuangan ㅤdesa ㅤyang ㅤdimulai ㅤdari ㅤproses  

ㅤperencanaan, ㅤkemudian ㅤada ㅤpelaksanaan, ㅤpenatausahaan, ㅤpelaporan, ㅤdan ㅤsampai 

ㅤpada ㅤproses ㅤpertanggungjawaban ㅤmemiliki ㅤperan ㅤyang ㅤsangat ㅤpenting. ㅤBerlakunya 

ㅤUndang-undang ㅤDesa ㅤmenuntut ㅤSDM ㅤpemerintah ㅤdesa ㅤharus ㅤmemiliki ㅤkemampuan 

ㅤyang ㅤlebih ㅤdalam ㅤmengelola ㅤkeuangan ㅤdesa, ㅤmengingat ㅤsemakin ㅤkompleksnya 
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ㅤkeuangan ㅤdesa ㅤsaat ㅤini. ㅤPengembangan ㅤSDM ㅤmemerlukan ㅤupaya ㅤterarah ㅤdan 

ㅤterencana ㅤsalah ㅤsatunya ㅤdengan ㅤpenyelenggaraan ㅤpendidikan ㅤdan ㅤpelatihan, ㅤ 

ㅤmenurut ㅤOemar ㅤHamalik ㅤ(2007) ㅤpelatihan ㅤdiberikan ㅤdalam ㅤbentuk ㅤpemberian 

ㅤbantuan. ㅤBantuan ㅤdalam ㅤhal ㅤini ㅤdapat ㅤberupa ㅤpengarahan, ㅤbimbingan, ㅤfasilitas, 

ㅤpenyampaian ㅤinformasi, ㅤlatihan ㅤketerampilan, ㅤpengorganisasian ㅤsuatu ㅤlingkungan 

ㅤbelajar, ㅤyang ㅤpada ㅤdasarnya ㅤpeserta ㅤtelah ㅤmemiliki ㅤpotensi ㅤdan ㅤpengalaman, 

ㅤmotivasi ㅤguna ㅤmelaksanakan ㅤsendiri ㅤkegiatan ㅤlatihan ㅤdan ㅤmemperbaiki ㅤdirinya 

ㅤsendiri ㅤsehingga ㅤmampu ㅤmembantu ㅤdirinya ㅤsendiri, ㅤbimbingan ㅤteknis ㅤmerupakan 

ㅤsalah ㅤsatu ㅤproses ㅤbantuan ㅤyang ㅤdiberikan ㅤkepada ㅤindividu. ㅤBimbingan ㅤteknis ㅤyaitu 

ㅤbentuk ㅤkegiatan ㅤyang ㅤdi ㅤdalamnya ㅤmengandung ㅤpendidikan ㅤdan ㅤpelatihan ㅤguna 

ㅤmeningkatkan ㅤkompetensi ㅤpemerintah ㅤdesa. ㅤKompetensi ㅤmerupakan ㅤsuatu 

ㅤkemampuan ㅤguna ㅤmelaksanakan ㅤatau ㅤmelakukan ㅤsuatu ㅤpekerjaan ㅤatau ㅤtugas ㅤyang 

ㅤdilandasi ㅤatas ㅤketerampilan ㅤdan ㅤpengetahuan ㅤserta ㅤdidukung ㅤoleh ㅤsikap ㅤkerja ㅤyang 

ㅤdituntut ㅤoleh ㅤpekerjaan ㅤtersebut. 

Aksesibilitas ㅤdapat ㅤdiartikan ㅤsebagai ㅤsarana ㅤpertanggungjawaban ㅤpemerintah 

ㅤdaerah ㅤkepada ㅤpublik ㅤsecara ㅤterbuka ㅤdan ㅤjujur ㅤberupa ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤdapat 

ㅤdi ㅤakses ㅤdengan ㅤmudah ㅤoleh ㅤberbagai ㅤpihak ㅤyang ㅤberkepentingan ㅤ(Mustofa, ㅤ2012). 

ㅤPermendagri ㅤ113 ㅤPasal ㅤ40 ㅤmenyatakan ㅤlaporan ㅤrealisasi ㅤdan ㅤlaporan 

ㅤpertanggungjawaban ㅤrealisasi ㅤpelaksanaan ㅤAPBDesa ㅤwajib ㅤdi ㅤinformasikan ㅤkepada 

ㅤmasyarakat ㅤsecara ㅤtertulis ㅤdan ㅤdengan ㅤmedia ㅤinformasi ㅤyang ㅤmudah ㅤdiakses ㅤoleh 

ㅤmasyarakat ㅤmedia ㅤinformasi ㅤsebagaimana ㅤdimaksud ㅤantara ㅤlain ㅤpapan 

ㅤpengumuman, ㅤradio ㅤkomunitas, ㅤdan ㅤmedia ㅤinformasi ㅤlainnya. 
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Menurut ㅤNordiawan ㅤ(2006) ㅤakuntabilitas ㅤyaitu ㅤmempertanggung ㅤjawabkan 

ㅤpengelolaan ㅤsumber ㅤdaya ㅤserta ㅤpelaksanaan ㅤkebijakan ㅤyang ㅤdipercayakan ㅤkepada 

ㅤentitas ㅤpelaporan ㅤdalam ㅤmencapai ㅤtujuan ㅤyang ㅤtelah ㅤditetapkan ㅤsecara ㅤperiodik. 

ㅤAkuntabilitas ㅤpublik ㅤyaitu ㅤprinsip ㅤyang ㅤmenjamin ㅤbahwa ㅤtiap-tiap ㅤkegiatan ㅤyang 

ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤpemerintahan ㅤdesa ㅤdapat ㅤdipertanggungjawabkan ㅤkepada ㅤseluruh 

ㅤlapisan ㅤmasyarakat ㅤsecara ㅤterbuka. ㅤMenurut ㅤPeraturan ㅤMenteri ㅤDalam ㅤNegeri ㅤNo 

ㅤ113 ㅤTahun ㅤ2014 ㅤtentang ㅤPengelolaan ㅤKeuangan ㅤDesa, ㅤpengelolaan ㅤkeuangan ㅤdesa 

ㅤyaitu ㅤkeseluruhan ㅤkegiatan ㅤyang ㅤmeliputi ㅤperencanaan, ㅤpelaksanaan, ㅤpenatausahaan, 

ㅤpelaporan ㅤdan ㅤpertanggungjawaban ㅤkeuanagan ㅤdesa. 

Pada ㅤrentang ㅤ21 ㅤJuni ㅤhingga ㅤ16 ㅤSeptember ㅤ2017, ㅤ1 ㅤgubernur, ㅤ2 ㅤwali ㅤkota, 

ㅤdan ㅤdua ㅤbupati ㅤditangkap ㅤKomisi ㅤPemberantasan ㅤKorupsi ㅤ(KPK) ㅤatas ㅤdugaan 

ㅤmenerima ㅤsuap ㅤterkait ㅤdengan ㅤproyek ㅤpembangunan ㅤdi ㅤdaerah ㅤmasing-masing. 

ㅤMereka ㅤitu ㅤhanyalah ㅤpuncak ㅤgunung ㅤes ㅤkorupsi ㅤyang ㅤmelanda ㅤprovinsi ㅤdan 

ㅤkabupaten/kota ㅤdi ㅤseluruh ㅤIndonesia. ㅤJika ㅤdijumlah ㅤsejak ㅤ2004, ㅤada ㅤ355 ㅤkepala 

ㅤdaerah ㅤterseret ㅤkasus ㅤkorupsi. ㅤSejak ㅤKPK ㅤberdiri, ㅤsebanyak ㅤ79 ㅤkepala ㅤdaerah 

ㅤditerungku ㅤlantaran ㅤkorupsi. ㅤJumlah ㅤitu ㅤtidak ㅤtermasuk ㅤkasus ㅤkorupsi ㅤyang 

ㅤditangani ㅤkepolisian ㅤdan ㅤkejaksaan. 

Ketidakpastian ㅤlingkungan ㅤyaitu ㅤkondisi ㅤdimana ㅤOrganisasi ㅤPerangkat ㅤdaerah 

ㅤ(OPD) ㅤmengalami ㅤketidakpastian ㅤyang ㅤdapat ㅤdisebabkan ㅤadanya ㅤpengaruh ㅤdari ㅤluar 

ㅤOPD, ㅤseperti ㅤsering ㅤterjadinya ㅤperubahan ㅤperaturan, ㅤtidak ㅤpadunya ㅤantara ㅤperaturan 

ㅤyang ㅤ ㅤsatu ㅤdengan ㅤyang ㅤlain, ㅤterjadinya ㅤmutasi ㅤstaf ㅤOPD ㅤyang ㅤcepat, ㅤdan ㅤlain 

ㅤsebagainya. ㅤOPD ㅤdituntut ㅤguna ㅤmenyesuaikan ㅤdiri ㅤdengan ㅤkondisi ㅤyang ㅤada, ㅤbaik 
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ㅤdalam ㅤpraktik ㅤmaupun ㅤoperasionalnya. ㅤPraktik ㅤyang ㅤdimaksud ㅤdalam ㅤpenelitian ㅤini 

ㅤdikhususkan ㅤpada ㅤpenerapan ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤ(Ridha ㅤdan ㅤBasuki 

ㅤ2012). ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤterdahulu ㅤmengenai ㅤpengaruh ㅤketidakpastian ㅤlingkungan 

ㅤterhadap ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Ridha ㅤdan ㅤBasuki, 

ㅤ2012), ㅤ(Sihaloho, ㅤ2013), ㅤdan ㅤ(Hastuti, ㅤ2015) ㅤmenunjukkan ㅤbahwa ㅤketidakpastian 

ㅤlingkungan ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤpenerapan ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan. 

ㅤ(Fardian, ㅤ2014), ㅤ(Julita ㅤdan ㅤBelian, ㅤ2015), ㅤdan ㅤ(Satyaningsih ㅤet ㅤal, ㅤ2014) 

ㅤmelaksanakan ㅤpenelitian ㅤdengan ㅤvariabel ㅤyang ㅤsama ㅤmenunjukkan ㅤbahwa 

ㅤketidakpastian ㅤlingkungan ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤpenerapan ㅤtransapransi 

ㅤpelaporan ㅤkeuangan. 

Transparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤmengharuskan ㅤorganisasi ㅤguna ㅤmenyajikan 

ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤyang ㅤbebas ㅤdari ㅤsalah ㅤmaterial ㅤdan ㅤinformasi ㅤyang ㅤbias ㅤkepada 

ㅤpihak ㅤluar ㅤ(Ridha ㅤdan ㅤBasuki, ㅤ2012). ㅤMenurut ㅤ(Ridha ㅤdan ㅤBasuki, ㅤ2012) 

ㅤketerandalan ㅤdalam ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤdipengaruhi ㅤoleh 

ㅤketidakpastian ㅤlingkungan ㅤdari ㅤjenis ㅤjenis ㅤyang ㅤdiakui ㅤdan ㅤdiukur ㅤdalam ㅤlaporan 

ㅤkeuangan. ㅤDengan ㅤadanya ㅤperaturan ㅤpemerintah ㅤterkait ㅤpenerapan ㅤtransparansi 

ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤakan ㅤmendorong ㅤorganisasi ㅤguna ㅤmenyampaikan ㅤinformasi 

ㅤsecara ㅤdetil ㅤbaik ㅤproses ㅤataupun ㅤpraktik ㅤyang ㅤada ㅤdalam ㅤlaporan ㅤkeuangan ㅤguna 

ㅤmemenuhi ㅤprasyarat ㅤkualitas ㅤkeandalan. 

Indikator ㅤpenilaian ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan ㅤyaitu ㅤpenyampaian 

ㅤinformasi ㅤkeuangan ㅤyang ㅤdirilis ㅤsecara ㅤlegal ㅤnaik ㅤpositif ㅤmaupun ㅤnegative, ㅤakurat, 

ㅤtepat ㅤwaktu, ㅤseimbang ㅤdan ㅤtegas. ㅤDan ㅤpencapaian ㅤkerja ㅤdari ㅤorganisasi ㅤberupa 
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ㅤinput, ㅤoutput, ㅤoutcome ㅤdan ㅤpenyediaan ㅤakses ㅤstakeholder ㅤatas ㅤlaporan ㅤkeuangan 

ㅤ(M.Ridha ㅤ2012). 

Dengan ㅤlatar ㅤbelakang ㅤdiatas ㅤbeberapa ㅤpenelitian ㅤmenunjukkan ㅤhasil 

ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan. ㅤDari ㅤhasil ㅤpenelitian ㅤterdahulu 

ㅤmengenai ㅤpengaruh ㅤketidakpastian ㅤlingkungan ㅤterhadap ㅤtransparansi ㅤpelaporan 

ㅤkeuangan ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤ(Fardian, ㅤ2014), ㅤ(Julita ㅤdan ㅤBelian, ㅤ2015), ㅤdan 

ㅤ(Satyaningsih ㅤet ㅤal, ㅤ2014) ㅤmenunjukkan ㅤketidakpastian ㅤlingkungan ㅤberpengaruh 

ㅤpositif ㅤterhadap ㅤpenerapan ㅤtransparansi ㅤpelaporan ㅤkeuangan. 

Hasil ㅤpenelitian ㅤRidha ㅤdan ㅤBasuki ㅤ(2012) ㅤmenemukan ㅤbahwa ㅤkomitmen 

ㅤmanajemen ㅤberpengaruh ㅤpositif ㅤterhadap ㅤpenerapan ㅤtransparansi. ㅤSemakin ㅤkuat 

ㅤimplementasi ㅤdari ㅤkomitmen ㅤmanajemen ㅤdalam ㅤmelaksanakan ㅤaturan ㅤdan ㅤprosedur 

ㅤorganisasi ㅤtentu ㅤakan ㅤmendorong ㅤmeningkatnya ㅤtransparansi. ㅤSalah ㅤsatu ㅤbentuk 

ㅤkomitmen ㅤyang ㅤdijalankan ㅤorganisasi ㅤyaitu ㅤmempublikasikan ㅤlaporan ㅤkeuangan 

ㅤperusahaan ㅤmelalui ㅤmedia ㅤmasa ㅤsebagai ㅤbentuk ㅤtanggung ㅤjawab ㅤkepada ㅤmasyarakat. 

ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤBlenkinsop ㅤ(2011) ㅤmenunjukan ㅤbahwa ㅤkomitmen ㅤmanajemen ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤsignifikan ㅤterhadap ㅤtransparansi ㅤlaporan ㅤkeuangan, ㅤhasil ㅤyang 

ㅤdiperoleh ㅤmenunjukan ㅤadanya ㅤsejumlah ㅤvariabel ㅤberada ㅤdiluar ㅤperusahaan ㅤseperti 

ㅤtekanan ㅤmasyarakat, ㅤaturan ㅤdan ㅤprosedur ㅤundang-undang ㅤyang ㅤberlaku ㅤatau ㅤpun 

ㅤdisebabkan ㅤoleh ㅤvariabel ㅤlainnya. 

Penelitian ini menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan, tekanan 

eksternal, komitmen manajemen, aksesibilitas laporan keuangan, dan ketidakpastian 

lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan desa. Penelitian yang serupa 
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dilakukan oleh Syahril, Alfin, Imam (2018). Perbedaan penelitian dahulu dengan 

sekarang yaitu: 

1. Penelitian dahulu dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sekarang 

dilakukan pada tahun 2019. 

2. Tempat penelitian dahulu dilakukan di Kecamatan Kalianget Timur Kabupaten 

Sumenep sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kecamatan Demak 

Kabupaten Demak. 

3. Penelitian dahulu terdapat tiga variabel yaitu penyajian laporan keuangan, 

tekanan eksternal, dan komitmen manajemen sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan variabel yang sama tetapi ada dua tambahan variabel yaitu 

aksesibilitas laporan keuangan dan ketidakpastian lingkungan. Variabel 

tersebut digunakan atau dilakukan dalam penelitian factor-faktor yang 

mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan desa. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi? 

2. Bagaimana pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi? 

4. Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi? 

5. Bagaimana pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Guna menguji dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan 

terhadap transparansi. 

2. Guna menguji dan menganalisis pengaruh tekanan manajemen terhadap 

transparansi. 

3. Guna menguji dan menganalisis pengaruh komitmen manajemen terhadap 

transparansi. 

4. Guna menguji dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 

terhadap transparansi. 

5. Guna menguji dan menganalisis ketidakpastian lingkungan terhadap 

transparansi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah desa  

Sebagai pertimbangan dan masukan dalam hal mengambil keputusan dan 

tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa 

tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

rangka persatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Bagi perangkat desa  

Sebagai masukan dalam membangun pemerintahan desa dan perangkat desa 

harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing yang sudah ditentukan di desanya tersebut. 
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3. Bagi masyarakat 

Masyarakat agar lebih mengetahui tugas dan fungsi perangkat desa dalam 

membantu kepala desa melaksanakan tugas dan wewenangnya.


